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ABSTRACT.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektifitas Pelaksanaan Management Complaint System

pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai dalam memberikan jaminan Clinical Governance dapat

dismpulkan bahwa dapat berjalan dengan baik, terutama dalam hal peningkatan mutu pelayanan, hal

ini terlihat dari hasil tindak lanjut Tim Unit Layanan Pengaduan dalam mengelola keluhan dan

pengaduan masyarakat yang mana hasilnya langsung dirasakan pasien dan keluarga pasien maupun

juga bagi RSUD Sinjai sendiri sebagai pihak penyedialayanan sedangkan Layanan Pengaduan melalui

SMS masih kurang optimal, karena keterbatasan sebuah pesan singkat dalam memberikan jawaban

maupun penjelasan kel uhan sehingga dapat menimbulkan rasa kurang puas.
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A. Pendahuluan
1. Latar Belakang

Era Reformasi menghadirkan suatu tatanan
kehidupan berbangsa dan bernegara yang baru
dimana kedaulatan rakyat ditempatkan pada
posisi tertinggi, komitmen politik tersebut ditun-
jukkan diberbagai pengesahan undang-undang
mengenai hak-hak masyarakat, salah satunya
adalah kebebasan berbicara. Berserikat menyam-
paikan pendapat dimuka umum tanpa rasa takut
maka kehadiran berbagai Undang-undang yang
menjamin kebebasan masyarakat dalam menyam-
paikan aspirasinya secara bebas merupakan tong-
gak lahirnya demokrasi di Indonesia.

Adopsi tatanan demokrasi dan keterbukaan
tentu tidak hanya terjadi dalam kehidupan politik

melainkan juga pada bidang-bidang kehidupan
lainnya, seperti pada organisas dan dibidang
pelayanan publik. Hal ini tidak lain karena
kinerja pemerintah salah satunya diukur dari
kemampuannya menyediakan layanan publik
yang efisien, efektif dan akuntabel bagi seluruh
masyarakat, terutama masyarakat miskin dan
kurang beruntung. Salah satu wujud dari praktik
demokrasi dalam pelayanan publik adalah mem-
beri kesempatan pada masyarakat untuk menya-
mpaikan keluhan (complaint) ketika mendapat-
kan pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan
yang telah dijanjikan oleh pemberi layanan.
Untuk mewujudkan praktik demokras
dalam pelayanan publik adalah memberi kesem-
patan pada masyarakat untuk menyampaikan

[ Program Studi Ilmu Administrasi Negara ]

145




Jurnal lmiah Administrasita’ ISSN 2301-7058
Vol 6. No. 02. Desember 2015

keluhan (complaint) jika merasakan pelayanan
yang diterima tidak memuaskan atau tidak sesuai
dengan ketentuan yang telah dijanjikan oleh
pemberi layanan maupun yang telah di tetapkan
oleh pemerintah. Masyarakat diberikan hak untuk
menyampaikan pendapatnya dan meminta jami-
nan mutu dari sebuah pelayanan.

Berbagai kebijakan pelayanan kesehatan
telah dirumuskan olen RSUD Sinjai dalam mem-
perbaiki serta meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan, termasuk dalam menangani keluhan
pelanggan. Selama ini, RSUD Sinjai menerapkan
penyelesaian keluhan pelanggan dengan meng-
gunakan cara kekeluargaan. Namun pada tahun
2011 RSUD Sinjai mulai menerapkan mekanisme
Management complaint system pengaduan
masyarakat yang diberi nama Unit Pelayanan
Pengaduan mengacu pada Keputusan Menteri
Pendayagunaan  Aparatur Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang

Negara
Tentang  Pedoman
kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Kepu-
tusan Bupati Sinja Nomor 657 Tahun 2012
Tentang Penetapan Unit Layanan Pengaduan dan
Pemberdayaan Masyarakat Pada Rumah Sakit
Umum Daerah Sinjai serta Peraturan Bupati
Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok,
Fungs dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah Sinjai.

Layanan Pengaduan RSUD Sinjai masih
memerlukan sosidlisas tetang pelayanan penga-
duan tersebut sebab sebagian besar masyarakat
Sinjai masih belum memahami bahwa dalam
pelayanan publik terdapat haknya untuk
menyampaikan keluhan atau pengaduan atas

pelayanan yang diterima, selama ini masyarakat

masih ragu untuk menyampaikan keluhannya
atau terkesan acuh terhadap pentingnya penyam-
paian keluhahan demi kemajuan bersama. Hal
tersebut menunjukkan bahwa meskipun pihak
RSUD Sinja telah menerapkan Management
complaint system yang berfungsi menampung
tetapi
sebagian masyarakat masih segan menyampaikan

pengaduan/complaint pelayanan akan
masalahnya serta berbagai masukan maupun
kritikannya secara terbuka dan secara langsung,
terbukti pada kotak saran yang telah disiapkan
tidak beriskan satupun kertas keluhan, hanya
sebagian kecil masrarakat ingin menyelesaikan
masalah keluhannya melalui pelayanan penga-
duan sehingga tidak jarang masih ada masyarakat
yang meluapkan apresiasinya melalui media surat
kabar (koran), radio sertgjgaring sosial media
sering dijadikan sarana untuk menumpahkan
unek-unek kekesalan apabila terdapat prosedur
yang tidak sesuai serta pelayanan yang diterima-
nya dirasa tidak memuaskan.

Oleh karenaitu dibutuhkan sosidlisas serta
sebuah mekanisme penanganan keluhan sehingga
dapat memudahkan pemerintah untuk mengako-
modas  kepentingan-kepentingan
publik. Ratminto dan Winarsih (2005:75) berpen-
dapat bahwa pelayanan publik yang berkualitas

pelayanan

mensyaratkan keseimbangan posisi tawar antara
instans penyedia pelayanan publik dengan
masyarakat penerima layanan. Keseimbangan
posis tawar itu dapat dicapai sdah satunya
dengan menerapkan konsep Management com-
plaint system. Melalui sistem penanganan kelu-
han yang efektif dan responsif masyarakat tidak
segan untuk menyampaikan keluhannya karena

mereka tahu pasti bahwa pengaduan itu akan
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ditindaklanjuti. Pengaduan atau keluhan ini
merupakan salah satu bentuk partisipasi masyara-
kat dengan adanya mekanisme penyampaian
keluhan yang baik akan menjadikan pengaduan
itu sebagal salah satu bentuk introspeks atau
solusi agar pemerintah semakin meningkatkan
kualitas pelayanan secara terus menerus.

Ketidakpuasan masyarakat atas kinerja
pelayanan publik semakin banyak diungkapkan
masyarakat secara terbuka. Masyarakat akan
seldu mendambakan kinerja aparaturnya yang
baik, sehingga timbul kepercayaan masyarakat
kepada pelayanan yang diberikan oleh pemerin-
tah. Secara spesifik, penelitian ini akan melihat
keefektifan pelaksanaan mekanisme complaint
serta tingkat keberhasilan RSUD Sinjai dalam
melaksanakan penanganan pengaduan pelanggan
atas pelayanan yang diselenggarakan.
2. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang masalah tersebut
di atas, maka penulis dapat mengambil dan
merumuskan masalah sebagai berikut :Bagai-
manakah bentuk implementasi dan efektifitas
implementas  dari
System pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai ?
B. Landasan Teori
1. Konsep Efektifitas

Efektifitas merupakan unsur pokok untuk

Management Complaint

mencapai tujuan atau sasaran yang telah diten-
tukan di dalam setiap organisas kegiatan ataupun
program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan
ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.
Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang
dikutip Soewarno Handayaningrat S. (1994:16)
yang menyatakan bahwa “Efektifitas adalah

pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang
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telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut
Georgopolous dan Tannembaum (1985:50),
mengemukakan,” Efektifitas ditinjau dari sudut
pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu
organisasi harus mempertimbangkan bukan sga
sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mem-
pertahankan diri dalam mengejar sasaran.

Selanjutnya Steers (1985:87) mengemuka-
kan bahwa, “Efektifitas adalah jangkauan usaha
suatu prog-ram sebagai suatu sistem dengan
sumber daya dan sarana tertentu untuk memenubhi
tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara
dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan
yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan
dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik
mendefinisikan efektifitas, sebagai berikut: “Efe-
ktifitas adalah kemampuan melaksanakan tugas,
fungs (operas kegiatan program atau misi) dari
pada suatu organisasi atau sgjenisnya yang tidak
adanya tekanan atau ketegangan diantara pelak-
sanaannya” (Kurniawan, 2005:109).

Dari beberapa pendapat di atas mengenai
efektifitas, dapat dismpulkan bahwa efektifitas
adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa
jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang
telah dicapai oleh mangemen yang mana target
tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini
sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh
Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa: “Efek-
tifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan
seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan
waktu) telah tercapai. Dimana makin besar
persentase target yang dicapai, makin tinggi
efektifitasnya”.
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2. Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai
pemberian layanan (melayani) keperluan orang
atau masyarakat yang mempunyai kepentingan
pada organisas itu sesuai dengan aturan pokok
dan tata cara yang telah ditetapkan (Widodo,
2001). Kondis masyarakat saat ini telah terjadi
suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat
kehidupan masyarakat semakin baik, hal ini
merupakan indikasi dari “empowering” yang
dialami masyarakat. Masyarakat semakin sadar
akan hak dan kewagjiban sebagal warga negara
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Masyarakat semakin berani untuk
mengaj ukan tuntutan , keinginan, aspirasi, makin
kepada
pemerintah (Thoha, 1998). Dalam kondisi masya-
rakat makin kritis, birokrasi publik harus dapat

kritis dan berani melakukan kontrol

memberikan layanan publik yang lebih profesio-
nal, efektif, efisien, sederhana, transparan, ter-
buka, tepat waktu, responsif dan adaptif dan
sekaligus dapat membangun kualitas manusia
dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan
masyarakat untuk secara aktif menentukan masa
depannya sendiri (Effendi, 1986).

Seiring dengan tingginya persaingan pela-
yanan pada saat ini, pelayanan publik dituntut
untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan
dengan pelayanan yang prima. Tuntutan masya-
rakat Pelayanan publik yang prima, secara umum
diartikan sebagai sikap dan kemampuan karya-
wan dalam melayani masyarakat secara maksi-
mal. Tjiptono (1996) mengemukakan ada “empat
unsur pokok yang terkandung di dalam pelayanan
yang prima ( service Excellence), yaitu: kecepa

tan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan”.

Keempat komponen ini merupakan satu kesatuan
yang terintegrasi, dalam artian jika ada salah satu
komponen yang kurang pelayanan tidak akan
excellence. Pada umumnya pelanggan mengi-
nginkan produk jasa layanan yang memiliki
karakteristik lebih cepat, lebih murah, dan lebih
baik. Dengan demikian perlu diperhatikan
dimensi waktu, dimensi biaya, maupun dimensi
kualitas baik produk maupun kualitas sikap.
3. Pengertian Compalint/ Komplain

Bagi istilah  keluhan/
Complaint atau pengaduan identik dengan sebuah

banyak orang,

kritik dan ancaman yang menyudutkan. Keluhan
atau komplain berasal dari bahasa latin yaitu
“plangere” yang artinya memukul dan ditujukan
pada bagian dada seseorang. Dapat diartikan
sebagai sebuah penderitaan yang mengganggu
dan membuat tidak nyaman. Keluhan/komplain
merupakan sebuah harapan yang belum terpenuhi
(Barlow & Moller, 1996). Keluhan/komplain
pelayanan adalah ekspresi perasaan ketidakpua-
san atas standar pelayanan, tindakan atau tiada-
nya tindakan aparat pelayanan yang berpengaruh
kepada para pelanggan. Pada dasarnya setiap
orang yang berhubungan dengan kita merupakan
seorang pelanggan. Menurut Yoeti (2002) pela-
nggan adalah yang membeli produk dan jasa-jasa
pada suatu perusashaan. Pelanggan dapat berupa
seseorang (individu) dan dapat pula sebagai suatu
perusahaan. Pelanggan terdiri atas dua jenis,
yaitu pelanggan interna (internal customer) dan
pelayanan eksternal (Eksternal customer ) Barata
2004:12-13).

Keluhan pedanggan dalam satu sis meru-
pakan alat kendali terhadap

pemberian kualitas pelayanan yang selama ini

atau evaluas
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diberikan kepada pelanggan atau masyarakat.
Namun pada sis lain keluhan menjadi suatu hal
yang perlu diperhatikan yang menjadikan kelu-
han sebagal suatu masalah yang perlu dicari
respon
yang tidak sama terhadap kondisi yang dihadapi

solusinya. Setiap pelanggan memiliki

berkaitan dengan layanan yang diterima.
4. Konsegp Management Complaint

Management Complaint secara umum
adalah suatu sistem untuk memonitor sikap dan
kepuasan para pelanggan, penyalur, dan partisi-
pan lain dalam sistem pemasaran sehingga mana-
jemen dapat mengambil langkah yang lebih cepat
untuk menyelesaikan masalah. Inti dari manage-
ment complaint adalah mempertahankan pelang-
gan yang ada (customer retention). Dengan
mempertahankan pelanggan, maka beban untuk
menemukan pelanggan baru berkurang. Bahkan,
perusahaan tertolong dengan sendirinya oleh
tanggapan positif dari pelanggannya yang puas
sehingga menarik pelanggan baru.

Management complaint yang efektif memi-
liki arti strategis bagi perusahaan dalam upaya
membangun hubungan yang memuaskan dan
menguntungkan dengan nasabah atau konsumen.
Namun demikian, management tidak selalu

tanggapan
pelanggan atas pelayanannya. Perusahaan tidak

dengan mudah dapat mengetahui

bisa mengukur respons pelanggannya hanya dari
data-data formal, seperti data penjualan. Pelang-
gan juga bisa enggan untuk melakukan penga-
duan secararesmi ke perusahaan.

Ada dua ha mendasar yang mencerminkan
pemanfaatan Management Complaint oleh pela-
nggan, yaitu kemampuan dan motivasi pelang-

gan. Kemampuan pelanggan dalam memanfaat-

Oleh: Umar Congge & Andi Syaifuddin M

kan Management Complaint mencakup (1)
pengetahuan mengenai saluran dan prosedur yang
disediakan untuk complaint; (2) akses ke saluran
complaint; dan (3) kemampuan untuk berkomuni-
kasi dengan lancar. Sementara itu, aspek motivasi
dalam pelanggan dalam pemanfaatan Manage-
ment Complaint dapat dirujuk pada (1) kecen-
derungan pelanggan untuk secara aktif menga-
jukan Complaint, yang dipengaruhi oleh aturan-
aturan yang berlaku; (2) sikap konsumen untuk
melakukan complaint sehubungan dengan per-
kembangan ekonomi; (3) tekad pelanggan untuk
mengajukan complaint ; (4) kecenderungan sikap
pelanggan untuk menghindari konflik karena
complaint; dan (5) kemauan pelanggan untuk
melakukan complaint walaupun ada kekhawa-
tiran terhadap adanya kemungkinan diintimidasi.
5. Manfaat Management Complaint System
Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan
Pelayanan merupakan dasar penentu
organisasi dalam rangka mempertahankan eksis-
tensinya. Moenir (dalam Masdar dkk, 2009:37)
menjelaskan bahwa pelayanan merupakan sera-
ngkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang
atau sekelompok orang berdasarkan landasan
faktor materi melalui

metode tertentu dalam rangka memenuhi kepe-

sistem, prosedur, dan

tingan orang lain sesuai haknya.

Complaint menandakan adanya perasaan
kekesalan atau kekecewaan akan sesuatu yang
didapatkan. Ha ini mengindikasikan bahwa apa
yang didapat tidak sesuai dengan harapan
(Kotler, 1997:36). Pelayanan yang diberikan oleh
penyelenggara layanan, baik berupa barang atau
jasa, tidak kesemuanya mampu memberikan

kepuasan bagi pelanggan.
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M ekanisme complaint adalah suatu bagian
dari sistem pelayanan publik untuk memfasilitasi,
mengakomodasi, dan mengelola complaint kon-
sumen atas pelayanan publik yang diterimanya.
Mekanisme tersebut meliputi prosedur penga-
juan, perangkat organisasi, mekanisme transpa-
ransi, media partisipas konsumen, dan perangkat
pemberdayaan masyarakat (Suparto, 2006:93).
Lebih lgut, NSW Ombudsman mengemukakan
bahwa suatu sistem penanganan keluhan adalah
cara yang terorganisasi untuk menanggapi, men-
catat laporan, dan menggunakan pengaduan
untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan.
Di dalamnya termasuk prosedur-prosedur bagi
pelanggan untuk membuat pengaduan dan pedo-
man bagi karyawan untuk menyelesaikan kelu-
han, serta menyediakan informasi kepada mana-
jer dan staf yang dapat membantu mereka untuk
mencegah ketidakpuasan pelanggan di masa
mendatang.

Mengingat penanganan keluhan pelanggan
mempunyai tujuan positif bagi organisasi, maka
keefektifan penanganan keluhan menjadi ha
penting yang harus diperhatikan. Masdar dkk
(2009:35) berpendapat bahwa konsep efektif
berkaitan dengan pencapaian tujuan organisas,
secara konkrit efektif dapat diasumsikan sebagai
mengerjakan pekerjaan yang baik dan benar (do
the right things

Mekanisme penanganan keluhan yang
efektif memiliki arti strategis bagi organisas
dalam upaya membangun hubungan yang
memuaskan dan menguntungkan dengan para
pengguna layanan. Namun demikian, sdalu
ditemukan kesulitan-kesulitan dalam pencarian

mengenai tanggapan atas pelayanan publik yang

diterima. Instansi tidak bisa mengukur hal terse-
but dari data-data forma sgja seperti data
penjualan atau data konsumsi pelanggan terhadap
pelayanan yang ada. Para pelanggan juga biasa-
nya enggan untuk menyampaikan pengaduan
secara resmi kepada lembaga penyelenggara
layanan. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor
yang mempengaruhi pelanggan, baik yang bersi-
fat persona ataupun berasal dari dalam lembaga
penyelenggara pelayanan itu sendiri, misanya
karena sistem pengaduan yang dimiliki oleh
lembaga tersebut tidak jelas atau berbelitbelit
ataupun faktor penyebab internal lainnya.

Sistem pengelolaan pengaduan yang efek-
tif merupakan bagian penting dari sektor pelaya-
nan publik yang berkualitas. Dalam NSW
Ombudsman's  EffectiveComplaint  Handling
Guidelines (2010:12) disebutkan bahwa terdapat
sebelas kebijakan dan  prosedur

keluhan efektif yang terdiri dari commitment,

penanganan

visibility & access, fairness, resolution, respon-
siveness, data collection, charges, accountability,
review, assistance, dan service improvement.
Sedangkan menurut Stauss (dalam  Gruber,
2011:87), atribut dalam penanganan keluhan
yang efektif adalah adeguency/fairness of the
outcome, access, friendliness, individual handl-
ing, effort, remedy, active feedback, realibility,
empathy, dan speed. Sementara itu, Tjiptono
(2008: 210-211), mengemukakan bahwa terdapat
empat aspek penting dalam menangani keluhan
pelanggan, yaitu empati terhadap pelanggan,
kecepatan dalam penanganan keluhan, kewagaran
/keadilan dalam menyelesaikan keluhan, serta
kemudahan bagi konsumen untuk menghubungi

perusahaan. Komponen keefektifan pelaksanaan
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penanganan keluhan pelanggan yang dipakai
dalam pendlitian ini adalah berdasarkan pada
teori Tjiptono, yang terdiri dari empathy, respon-
siveness, fairness, dan accessible.

C. Metode Pendlitian

1. Lokas dan Jenis Pendlitian.

Pendlitian dilakukan di Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Sinjai, dengan jenis
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif
dengan metode deskriptif interpretatif. (Denzim
and Lincoln, 1994: 266) Selain melakukan eva-
luasi, pendlitian ini juga diharapkan bisa menje-
laskan beberapa strategi dan kebijakan yang
terkait dengan Efektifitas Pelaksanaan Mana-
gement complaint system pada RSUD Sinjai
daam Memberikan Jaminan Clinical Gover-
nance. Sedangkan jenis data ada dua yaitu: Data
primer vyatu data yang diperoleh melalui
wawancara mendalam dengan responden dan dari
hasil pengamatan yang berkaitan dengan Pene-
rapan Management complaint system dalam
Memberikan Jaminan Clinical Governance. Data
sekunder yaitu data yang diperoleh melaui
telaah pustakadan juga berasal dari berbagai
literatur seperti dokumen-dokumen tertulis dan
studi kepustakaan dalam bentuk peraturan
perundang-undangan, internet, surat kabar.

2. Teknik Pengumpulan Data dan Informan

Daam rangka memperoleh data yang
relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka
penulis melakukan teknik pengumpulan data
sebagai berikut: Pertama Wawancara, Data
wawancara (interview) Pada penélitian ini
mengacu kepada dua prinsip yaitu, prinsip
kesesuaian (appropriateness) dimana informan

memiliki pengetahuan dan terlibat langsung
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dalam kegiatan penanganan keluhan dan prinsip
kecukupan (adequacy) dimana jumlah informan
ditentukan sesuai dengan kecukupan informas
yang diperoleh pendliti. Oleh karena itu pendliti
melakukan wawancara mendalam kepada staf
yang terkait langsung dalam kegiatan penanganan
keluhan, antara lain: 1) Penanggung Jawab Unit
Layanan Pengaduan/Case Manager RSUD
Sinjai. 2) Kordinator Unit Layanan Pengaduan /
Case Manager RSUD Sinjai. 3) Tim Unit Laya-
nan Pengaduan/Case Manager RSUD Sinjai. 4).
Informan Pengaduan.

Selanjutnya teknik pengumpulan data yang
kedua adalah Observasi Data diperoleh melalui
observas dari berbagai pustaka yang berhu-
bungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku,
majalah, jurnal, atau media elektronik dan media
massa yang berkaitan dengan penelitian ini.
Disamping itu, data juga berasal dari dokumen-
dokumen penting maupun dari perundang-unda-
ngan yang berlaku. Dan teknik pengumpulan data
yang ketiga Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang tidak
ditujukan langsung kepada subjek penelitian.
Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam,
tidak hanya dokumen resmi, bisa berupa buku
harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, cata-
tan kasus (case records) dalam pekerjaan sosial,
dan dokumen lainnya.

3. AnalisisData

Andlisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis kudlitatif, yaitu data
yang diperoleh disusun secara sistematis kemu-
dian dianalisis secara kualitatif agar dapat dipero-
leh kejelasan masalah yang akan dibahas. Setelah
analisis data selesai maka hasilnya akan disgjikan
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secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan
menggambarkan apa adanya sesuai dengan per-
masal ahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemu-
dian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan
jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam
pendlitian ini. (H.B. Sutopo, 1998:37).

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Implementass Management Complaint
System / Layanan Pengaduan RSUD Sinjai

Layanan pengaduan Rumah Sakit Umum
Daerah Sinja merupakan pemenuhan hak dan
kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan kua-
litas dan menjamin penyediaan pelayanan publik
sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan
yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi
setigp warga negara dan penduduk dari penyal ah-
gunaan wewenang di dalam penyelenggaraan
pelayanan publik. Pembentukannya meliputi
pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan
masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan
internal, penyuluhan kepada masyarakat dan
pelayanan konsultasi. Pembetukan layanan peng-
aduan RSUD Sinja guna mem-perbaiki serta
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, ter-
masuk dalam menangani keluhan pelanggan. Hal
ini sebagaimana diungkapkan oleh Penanggung
Jawab Tim Case Manager RSUD Sinjai: Konsep
management complaint / layanan Pengaduan ini
merupakan sebuah sarana yang dapat digunakan
untuk membangun komu-nikasi dengan masyara-
kat dan memperoleh umpanbalik tentang tingkat
kepuasan masyarakat terhadap seluruh pelaya-
nan kami di RSUD Sinjai. Selain itu, komplain
atau pengaduan yang diterima akan ditindak lan-
juti dengan perbaikan atau klarifikasi oleh Case

Manager. Setiap kali ada pengaduan masyarakat

yang masuk maka akan di prosesnya sesuai
aturan, menanyakan identitas pelapor, kemudian
mengklasifikasikan pengaduan itu, memilah lapo-
ran terkait pelayanan di RSUD Sinja yang
kemudian menindak lanjutinya pada unit terkait

Dari hasil wawancara tersebut diperoleh
informasi bahwa Unit Layanan Pengaduan RSUD
Sinjai dalam memproses pengaduan masyarakat
baik berupa pengaduan secara lisan maupun
secara tertulis akan ditindak lanjuti oleh Case
Manager/Tim Layanan Pengaduan yang terlebih
dahulu melakukan klasifikasi jenis aduan, waktu,
tempat kejadian dan inti masalah pengaduan,
serta nama dan alamat pelapor yang kemudian
ditindak lanjuti sesuai jenis pengaduan ke unit
terkait untuk mendapatkan klarifikasi, penjelasan
dan penyelesdian maka layanan pengaduan
RSUD Sinjai sangat efektif dalam memberikan
jaminan atas tindak lanjut terhadap berbagai jenis
pengaduan sehingga dapat mengakomodasi
kepentingan-kepentingan pelayanan publik.

Layanan pengaduan RSUD Sinja mewu-
judkan praktik demokrasi dalam pelayanan pub-
lik dengan memberi kesempatan pada masyarakat
untuk menyampaikan keluhan jika merasakan
pelayanan yang diterima tidak memu-askan atau
tidak sesua dengan ketentuan yang berlaku
maupun yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

Layanan pengaduan Rumah Sakit Umum
Daerah Sinjai berdasarkan Sistem Operasional
Prosedur (SOP) Penanganan Keluhan pada
RSUD Sinjai yaitu penyampaian keluhan secara
langsung (lisan) dan penyampaikan keluhan
secara tidak langsung / secara tertulis melalui
kotak saran, SMS, WhatsApp dan line dapat
dilihat pada gambar berikut ini:
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Gambar 1
M ekanisme Penanganan K eluhan Secara L angsung (Lisan)

Pelanggan atau

Masyarakat

Pengaduan Langsung
(Lisan)

Unit Pelayanan

\ 4

Pengaduan

(Management

A 4

Complaint System).

A 4

RSUD SINJAI Jalan

Unit Perawatan
Rawat Inap/Rawat

Mencatat dan
Melaporkan keluhan
Kapada TIM Pelayanan
Pengaduan.

T

Pelaporan/Doumentasi

A\ 4

Proses Tindak lanjut

Hasil Penyelesaian
Keluhanan

Penyelesaian Keluhan |

Keluhan oleh Case

Manager

pada Unit Terkait.

Berdasarkan tabel di atas, pengaduan terse-
but disampaikan secara langsung dengan menda-
Unit Layanan Pengaduan/MSC Rumah

Sakit Umum Daerah Sinjai untuk menyampaikan

tangi

persoalan yang dialami untuk mendapatkan

penyelesaian. Adapun masyarakat yang melaku-
kan complaint tanpa melalui Unit Layanan

Pengaduan maka unit perawatan tersebut akan

melaporkannya secara langsung kepada Tim

Layanan Pengaduan/Case Manager untuk mena-

ngani complaint tersebut, dapat dijabarkan seba-

gal berikut:

a Unit Layanan Pengaduan/MSC merespon
pengaduan dengan mencatat identitas pelapor,
jenis keluhan kemudian dilaporkan ke Tim
Layanan Pengaduan/Case Manager .

b. Unit Perawatan yang mendapatkan complaint

langsung oleh pelanggan/masyarakat.unit ter-

C.

d.

kait akan segera melaporkannya pada Tim
Unit Layanan Pengaduan untuk mendapatkan
penanganan lebih lanjut.

Case Manager merespon dan menerima lapo-
ran, melakukan klarifikas keluhan kepada
unit terkait
tersebut.
Tim Unit Layanan Pengaduan/MCS RSUD

Sinjai melaporkan pengaduan dan keluhan ter-

dan menyelesaikan keluhan

sebut kepada penanggung jawab Case Mana-
ger dan kepada Kepala Bidang Pelayanan dan
Keperawatan RSUD Sinjai.
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Gambar 2
M ekanisme Penanganan K eluhan Secara Tidak Langsung (SMS)

Pelanggan

atau

Masyarakat Langsung

Pengaduan
Tertulis/Tidak

Nomor Hp Unit
Pelayanan Pengaduan

v

(Management

Complaint System)

A 4

'

Menerima dan
Membaca SMS
,Line,WhatApp

RSUD SINJAI

KOTAK SARAN

Pengaduan serta
Kotak saran, Mencatat

\ 4

Pelaporan/Doumentas

Identitas pemilik dan
Melaporkan keluhan
Kapada TIM Pelayanan
Pengaduan.

l

Proses Tindak lanjut

Hasil Penyelesaian

! Penyelesaian Keluhan

Keluhan oleh Case

P

Manager

Keluhanan

Berdasarkan tabel maka mekanisme penga-

duan yang disampaikan secara tidak langsung

atau melalui media pengaduan seperti SMS, Line,
WhatsApp serta kotak saran dapat dijabarkan
sebagai berikut :

a
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Unit Layanan Pengaduan/MSC merespon
pengaduan SMS, Line, Whats App serta kotak
saran dengan mencatat identitas Nomor SMS,
pemilik LineWhatsApp serta identitas penga-
duan kotak saran, kemudian dilaporkan ke-
pada Tim Layanan Pengaduan/Case Manager .
Case Manager merespon dan menerima lapo-
ran, melakukan klarifikasi, memproses kelu-
han kepada unit terkait dan menyelesaikan
keluhan tersebut.

Tim Unit Layanan Pengaduan/MCS RSUD
Sinjai melaporkan pengaduan dan keluhan

pada Unit Terkait.

tersebut kepada penanggung jawab Case
Manager dan kepada Kepala Bidang Pelaya
nan dan Keperawatan RSUD Sinjai.
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Tabel 1
Matrix Implementasi Management Complaint System

Proses
(Kendala)

Input

NO | (Aspek Penilaian)

Output

Outcome

1. | Dasar Hukum

Baik

- Memberikan kepastian hukum
dalam organisasi.

- Standar Operasional Prosedur
menjalankan MCS.

Organisisi dan TIM
Layanan Pengaduan

Baik

- Sebaga wadah menyampaikan
Pengaduan /complaint.

- Menerima dan menindak |anjuti
keluhan .

M ekanisme

3. Cukup

- Mensosialisasikan peraturan
Internal RSUD Sinjai.

4. | Sosidisas

Kurang

- Evaluas kegiatan.

- Permasal ahan terkadang diluar
tanggung jawab dan wewenang
pihak RSUD Sinjai.

- Memberikan K epuasan/Jaminan
Clinical Governance

- Agar pelanggan tahu eksistensi

layanan pengaduan.

Agar Pelanggan tahu tugas dan

fungs Layanan Pengaduan.

Meyakinkan pelanggan jika

pengaduannya akan tersel esaikan.

Meningkatkan partisipasi

masyarakat

2. Efektifitas  Pelaksanaan
Complaint System RSUD Sinjai

Management

Efektifitas pelayanan pengaduan merupa-
kan dimens yang penting dari mutu pelayanan
karena efektifitas akan mempengaruhi hasil pela-
yanan kesehatan. Pelayanan yang efesien akan
memberikan perhatian yang optimal dan memak-
simalkan pelayanan pengaduan kepada pelanggan
dan masyarakat. Petugas akan memberikan pela-
yanan yang baik sesuai dengan sumber daya yang
dimiliki. Pelayanan yang tidak baik karena norma
yang tidak efektif atau pelayanan yang salah
harus dibenahi. Untuk menghimpun informasi
menyangkut dan menjaring tentang ketidakpua-

san pelanggan maka dari itu dalam pelaksanaan

Layanan Pengaduan baik secara langsung mau-
pun tidak langsung di RSUD Sinjai Tim Layanan
Pengaduan dibagi menjadi dua kelompok yakni
Case Manager perawatan Rawat Jalan dan Case
Manager Perawatan Rawat Inap dalam pelaksa-
naan operasona tugas dan tanggungjawab Tim
Layanan Pengaduan merupakan unit otonomi
yang dimiliki RSUD Sinjai dalam penyelesaian
masal ah terkait pengaduan/ complaint.

Tim Unit Layanan Pengaduan RSUD
Sinjai dibawahi langsung oleh Bidang Pelayanan
dan Keperawatan sedangkan dalam penyelesaian
keluhan ditangani oleh Case Manager yang
bertindak sebagai Management kasus/Pengelola

kasus yang menjalankan prosedur dan meng-
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koordinas seluruh aktivitas pertolongan yang
dibutuhkan dan penanganan pengaduan pelang-
gan dan masyarakat. Case Manager petugas yang
ditunjuk oleh Rumah Sakit yang bertanggung
jawab menerima dan menindaklanjuti pengaduan
dari pasien, keluarga pasien serta mengkoordi-
nasikan semua masalah pelayanan yang terjadi
pada perawatan rawat inap dan rawat jalan serta
seluruh pihak terkait.

Bentuk pengaduan yang sering diterima
adalah dari sisi pelayanan administrasi baik di
perawatan rawat inap maupun rawat jalan.
Seperti halnya pemberlakuan mekanisme rujukan
menurut kebijakan Pemerintah Daerah maupun
Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS), Syarat
Administrasi pelayanan kesehatan gratis bagi
pasien ingin berobat harus membawa foto copy
kartu keluarga dan KTP serta surat rujukan dari
puskesmas setempat begitu juga peserta BPIJS
syararatnya adalah harus membawa surat rujukan
dokter keluarga/rujukan puskesmas. Sementara
bagi masyarakat yang tidak mengikuti ketentuan
yang berlaku maka tidak dapat dilayani kecuali
keadaan kedaruratan atau akan diberlakukan
sebagai pasien umum/harus membayar tanpa ada
jaminan dari program kesehatan gratis maupun
klaim dari BPJS.

Berdasarkan pernyataan diatas menunjuk-
kan bahwa complaint yang disampaikan secara
langsung melalui tatap muka lebih efektif sebab
pengaduan pasien atau keluarga pasien dapat
dipertanggung jawabkan kebenarannya, pasien
dan keluarga pasien akan mendapatkan pen-
jelasan langsung serta penyelesaian dari Tim
layanan pengaduan terkait complaint yang disam-

paikan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dike-
tahui bahwa Layanan Pengaduan dalam mena-
ngani suatu jenis pengaduan dari masyarakat,
maka terlebih dahulu mengadakan konfirmasi
dengan pihak-pihak yang terkait, setelah itu baru-
lah Tim Layanan Pengaduan melakukan tindak
lanjut. Tindak lanjut tersebut dapat berupa:
Pertama Pemberian pemahaman kepada pelapor
apabila laporannya hanyalah merupakan ketidak-
pahaman pelapor terhadap mekanisme dan aturan
yang ada. Kedua Pemberian teguran kepala pihak
terlapor apabila pihak terlapor terbukti keluar
dari ketetapan dan aturan-aturan yang telah
ditetapkan. Ketiga Pengembalian hak-hak kepada
pelapor, apabila laporan tersebut berupa pelaya-
nan yang tidak semestinya, misalnya adanya
pembayaran tambahan kepada pasien, maka
pihak terlapor harus mengembalikan pembayaran
tersebut kepada pasien. Keempat Tim Layanan
Pengaduan/Case Manager Membuat Laporan
harian yang akan di laporkan perbulannya dan tri
wulan tetang kegiatan yang telah dilaksanankan
kepada penanggung jawab Tim Layanan
Pengaduan/ Case Manager.

Berdasarkan hasil observasi dan wawan-
cara yang dilakukan selama penelitian maka
dapat dissmpulkan bahwa dalam menangani
pengaduan/complaint Tim Layanan Pengaduan
mampu menangani pengaduan dengan baik,
memberikan tindak lanjut dengan tidak mengam-
bil keputusan sepihak tetapi terlebih dahulu
melakukan observasi dan pengkajian terhadap
suatu permasalahan kepada pihak terkait agar
tidak merugikan salah satu pihak. Kurangnya
pemahaman mengenai mekanisme yang harus

ditempuh kadang menjadikan hal tersebut
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menjadi persoalan sehingga menimbulkan penga-
duan/complaint, pihak Rumah sakit dalam hal ini
sebagal pengelola kesehatan hanya sebatas
menjalan mekanisme yang telah ditetapkan
pemerintah oleh sebab itu Tim Layanan Penga-
duan harus cermat dalam penyelesaian masalah
terkadang sebuah persoalan hanya diselesaikan
dengan penjelasan-penjelasan tentang mekanisme
sesual aturan berlaku.

a. Layanan Pengaduan Rawat Jalan dan
Rawat | nap.

1) Layanan Pengaduan Langsung.

Layanan pengaduan langsung adalah inte-
raks antar petugas dan pasien, antara petugas
dengan masyarakat. Hubungan yang baik mena-
namkan kepercayaan dengan cara menghargai,
menjaga rahasia, responsif dan memberikan
perhatian, mendengarkan keluhan, dan berkomu-
nikasi secara efektif juga penting dan menye-
lesaikan masal ah.

Unit Layanan Pengaduan RSUD Sinjai
telah banyak menerima pengaduan terkait Sarana
Prasarana. Hal ini diketahui dari hasil wawancara
dengan Tim Layanan Pengaduan/Case Manager.
Dari pernyataan informan tersebut, diketahui
bahwa Unit Layanan Pengaduan RSUD Sinjai
telah banyak menerima pengaduan langsung
terkait sarana prasaran, berdasarkan telaah doku-
men yang dilakukan peneliti terkait Management
Complaint System di RSUD Sinjai menunjukkan
dampak positif dalam penyelessian masaah
pengaduan khususnya terkait masalah sarana dan
prasarana karena dalam laporan Tim Layanan
Pengaduan/Case Manager menunjukkan seluruh
pengaduan terkait sarana prasarana dapat ditam-

pung dan terakomodir dan teratas dengan baik.

Oleh: Umar Congge & Andi Syaifuddin M

Dalam buku daftar pengaduan masyarakat
yang diperoleh pendliti selama penelitian menun-
jukkan grafik pengaduan
berikut:

langsung sebagal

Tabel 2
Pengaduan L angsung pada Pelayanan Rawat
Inap dan rawat jalan

No Tahun Jumlah Pengaduan
1 2012 7
2 2013 30
3 2014 45
Total 82

Berdasarkan tabel di atas, diketahui secara
pasti bahwa sgjak terbentuknya Layanan Penga-
duan RSUD Sinja mulai tahun 2012 sampai
dengan tahun 2015 telah menerima pengaduan
masyarakat sebanyak 82 pengaduan dengan
rincian jumlah yaitu terdapat 7 pengaduan pada
tahun 2012, 30 pengaduan pada tahun 2013 dan
45 pengaduan pada tahun 2014.

Pengaduan merupakan bentuk perhatian
masyarakat
RSUD Sinjai. Sehingga jika melihat tabel di atas,
makin meningkatnya jumlah pengaduan masya-
rakat bisa sga menjadi sebuah ukuran bahwa

terhadap pelaksanaan pelayanan

masyarakat masih peduli akan perbaikan mutu
serta mengharapkan jaminan peningkatan mutu
pelayanan, jumlah pengaduan yang akan terus
meningkat juga bisa menjadi sebuah ukuran
bahwa layanan pengaduan berjalan dengan baik,
sebab dapat menampung berbagai apresiasi dan
masyarakat makin mengetahui ter-dapat haknya
dalam menyampaikan pendapat/keluhan terhadap
penyelenggaraan pelaya-nan publik. Untuk dari
itu RSUD Sinja perlu men-sosialisasikan ha
tersebut agar seluruh masya-rakat mengetahui
dan turut berperan serta memasjukan mutu

pelayanan melalui keluhan, kritikan serta saran.
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2) Layanan Pengaduan Tidak
Tertulis.

langsung/

Layanan pengaduan tidak langsung ini
sebenarnya sudah lama dikenal oleh masyarakat
melalui kotak saran namun kenyatanya kebanya-
kan masyarakat tidak menuliskan keluhannya di
kotak saran sehingga kotak saran tersebut tidak
berfungs dengan baik dan tidak efektif. Oleh
karena itu dibutunkan alternatif baru dalam
penyampaian pengaduan terhadap pelayanan di
RSUD Sinjai. Cara tersebut harus bisa meng-
hemat waktu konsumen, mudah dalam akses
penggunaan, proses yang cepat sehingga RSUD
Sinjai dapat merespon dalam waktu yang singkat.

Inovas yang telah dilakukan RSUD Sinjai
dalam ha pengaduan tidak langsung ini atau
tertulis adalah melalui SMS Pengaduan. Karena
mayoritas masyarakat telah memiliki handphone
maka penyampaian saran maupun kritikan men-
jadi lebih mudah dan RSUD Sinjai dapat menge-
valuasi kinerjanya menjadi lebih baik.

Unit Layanan Pengaduan RSUD Sinja
menerima keluhan, pengaduan, kritikan serta
saran melaui SMS pengaduan, sebagaimana
telah diungkapkan oleh Koordinator Tim Laya-
nan Pengaduan RSUD Sinjai, mengatakan bahwa
Sgjak Tahun 2013 kami telah berinovasi dalam
hal pengaduan tidak lansung ini, kami menyadari
bahwa kotak saran tidak begitu diminati oleh
masyarakat dan tidak efektif dalam menyalurkan
apresiasi masyarakat sehingga kami memutuskan
untuk membuka layanan pengaduan melalui SMS
atau pesan singkat.

Respon masyarakat terhadap layanan peng-
aduan melalui SMS ini cukup baik, kami telah

menerima pengaduan dan yang paling sering

hanya berupa saran dan kritikan atau sekedar per-
tanyaan umum, Tahun 2015 ini kami telah beri-
novas kembali dengan menambah wadah laya-
nan tidak langsung untuk pengguna smartphone
yaitu Line dan WhatsApp diharapkan kedepannya
partisipasi masyarakat dalam menggunakan laya-
nan ini makin banyak serta memper-luas layanan
kami dalam hal pengaduan tidak langsung”

Dari hasil wawancara tersebut diperoleh
informasi bahwa Layanan Pengaduan tidak lang-
sung penggunaan SMS Pengaduan lebih efektif
ketimbang menggunakan kotak saran oleh sebab
itu Unit Layanan Pengaduan RSUD Sinjai terus
berinovas mengembangkan layanan pengaduan
tidak langsung dengan menambah beberapa
media layanan seperti Line serta WhatsApp.
Layanan pengaduan melalui media SMS RSUD
Sinjal sebagian besar hanya menerima saran serta
kritikan sgja dari pasien maupun keluarga pasien
dan sebagian besar complaint atau pengaduan
terkait sarana, administrasi, petugas dan pasien
diselesaikan dengan cara tatap muka atau melalui
pengaduan langsung.

Dari has| telaah dokumen dan wawancara
yang lakukan penditi selama penelitian maka
dapat disimpulkan bahwa peran Unit Layanan
Pengaduan tidak langsung berupa SMS penga-
duan tidak hanya menyangkut kritikan, saran
maupun usulan terkadang juga memberikan
informasi kepada masyarakat yang membutuhkan
informasi lebih jauh lanjut tentang pelayanan
yang ada di RSUD Sinjai. Dalam buku daftar
pengaduan tidak langsung yang diperoleh pendliti
menunjukkan grafik pengaduan masyarakat
sebagai berikut:
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Tabel 3
Jumlah pengaduan tidak langsung pada
Pelayanan Rawat | nap dan rawat jalan

Oleh: Umar Congge & Andi Syaifuddin M

Berdasarkan tabel di atas, diketahui secara
pasti bahwa tingkat partispas public semakin

ingkat jak  diberlakuk I
No | Tahun | sMs | Line Whats | Kotak | mening sg iberlakukannya layanan
APP | Saran | pegaduan tidak langsung melalui media SMS
1 2012 - - - - .
> 2013 5 - - - pada tahun 2013 hingga tahun 2015, penggunaan
3 | 2014 10 - R - kotak saran tidak menunjukkan peningkatan
4 2015 15 5 5 - partisipasi public oleh sebab itu perlu
Jumlah 30 5 5 - dikembangkannya wadah guna menampung saran
serta kritikan pelanggan.
Tabel 4
Matrix Efektifitas Management Complaint System
I nput Proses
No ( Aspek Penilaian) (K endala) Output Outcome
1. |Pengaduan Langsung / Tidak ada Baik |- Mengakomodir pengaduan, saran dan
Secaralisan / Tatap Muka kritikan pelanggan secara langsung.
- Masal ah tersel esaikan dengan tatap
muka atau secara langsung
2. |Pengaduan Tidak Langsung / - Menerima penjelasan langsung dari
Tertulis Tim Layanan pengaduan.
a SMSLinedan WhatsApp| Tidak ada Cukup |- Mengakomodir pengaduan, saran dan
kritikan secaratidak langsung.
- Masal ah terselesaikan dengan tidak
melalui tatap muka.
b. Kotak Saran Ada Kurang |- Tidak berjalan optimal
- Tidak digunakan
- Tidak ada solusi

Mengacu pada bebagai aturan Perundang-
Undangan serta aturan lainnya tentang peningka-
tan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi
masyarakat dengan menempatkan masyarakat
pengguna layanan sebagai perhatian dan alat ukur
yang responsif sebagai upaya untuk memadukan
pelayanan publik dan mewujudkan pelayanan
yang memenuhi kriteria transparan, akuntabel
dan partisipatif. Sebagai dasar perencanaan yang
tepat guna, tepat manfaat, efektif dan efisien
menjamin mutu pelayanan melalui Unit Layanan
Pengaduan atau Management Complaint System.

Berdasarkan hasil penelitian Efektifitas

Pelaksanaan Management Complaint System

pada RSUD Sinjai dalam memberikan jaminan
Clinical Governance penulis menemukan bahwa
ternyata Unit Layanan Pengaduan dapat berjalan
optimal, namun belum menunjukkan dampak
yang terlalu siknifikan dalam ha proses tindak
lanjut. Hal ini menunjukkan pemanfatan media
pengaduan secara langsung atau tatap muka lebih
dapat memberikan kepuasan terhadap pasien
maupun keluarga pasien untuk mendapatkan
jawaban dari keluhannya dibandingkan dengan
pengaduan melaui media SMS sebab jawaban
melalui SM S sifatnya sangat terbatas untuk mem-
bahas sebuah persoal an/pengaduan.
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E. Penutup
1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pendlitian tentang efekti-
fitas pelaksanaan Management Complaint System
pada RSUD Sinjai ddam memberikan jaminan
Clinical Governance dapat dismpulkan bahwa
dapat berjalan dengan baik, terutama dalam hal
peningkatan mutu pelayanan, hal ini terlihat dari
hasil tindak lanjut Tim Unit Layanan Pengaduan
dalam mengelola keluhan dan pengaduan masya-
rakat yang mana hasilnya langsung dirasakan
pasien dan keluarga pasien maupun juga bagi
RSUD Sinja sendiri sebagai pihak penyedia
layanan sedangkan Layanan Pengaduan melalui
SMS masih kurang optimal, karena keterbatasan
sebuah pesan singkat dalam memberikan jawaban
maupun penjelasan keluhan sehingga dapat
menimbulkan rasa kurang puas.

Namun peran Tim Unit Layanan Penga-
duan RSUD Sinjai masih akan tetap diharapkan
sebagai media yang dapat memberikan solusi
terhadap berbagai persoalan, Layanan Pengaduan
juga diharapkan lebih efektif dalam menjamin
mutu dari pelayanan dengan melakukan evaluasi
secara berkala sgjauh mana Management Comp-
laint system atau Layanan Pengaduan RSUD
Sinjai telah memberikan solus terhadap masalah
yang dikeluhkan oleh pelanggan RSUD dalam
upaya memberikan jaminan Clinical Gover nance.
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